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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten 
Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021 terhadap pencemaran lingkungan yang 
ditimbulkan oleh aktivitas tambak udang di kawasan Pantai Blado dan Pantai 
Cengkrong. Tingginya intensitas budidaya tambak di wilayah pesisir telah 
menimbulkan degradasi lingkungan berupa penurunan kualitas air, perubahan 
warna dan bau perairan, serta terganggunya ekosistem pesisir dan aktivitas 
masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas 
penerapan perda dari perspektif implementasi hukum serta mengkaji kesesuaiannya 
dengan prinsip-prinsip fikih lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi untuk menggambarkan kondisi lapangan serta proses 
penegakan hukum yang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 belum berjalan optimal. 
Meskipun substansi hukum telah mengatur kewajiban pengelolaan limbah dan izin 
lingkungan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya 
pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, keterbatasan sarana penegakan hukum, 
rendahnya tingkat kepatuhan pengusaha tambak, serta minimnya partisipasi 
masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Di sisi lain, kajian fikih lingkungan 
menunjukkan bahwa perda ini secara normatif sejalan dengan nilai-nilai syariat 
tentang larangan merusak alam (al-fasād), kewajiban menjaga lingkungan (ḥifẓul 
bī’ah), dan amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Namun, nilai-nilai etis 
tersebut belum terinternalisasi dalam budaya hukum maupun perilaku pelaku usaha. 
Dengan demikian, diperlukan penguatan pengawasan, konsistensi penegakan 
sanksi, peningkatan kesadaran ekologis, serta integrasi pendekatan hukum positif 
dan fikih lingkungan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang 
berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek. 

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Pencemaran Lingkungan, Tambak Udang, 
Peraturan Daerah, Fikih Lingkungan. 
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ABSTRACT 

This study examines the implementation of Regional Regulation of Trenggalek 
Regency Number 08 of 2021  in addressing environmental pollution caused by 
shrimp farming activities in the coastal areas of Pantai Blado and Pantai 
Cengkrong. The increasing intensity of aquaculture practices in these coastal zones 
has led to environmental degradation, including deteriorating water quality, 
changes in water color and odor, and disruptions to coastal ecosystems and local 
community activities. This research aims to analyze the effectiveness of the 
regulation’s implementation from the perspective of legal enforcement and to 
assess its alignment with the principles of Islamic environmental jurisprudence 
(fiqh al-bi’ah). Using a qualitative descriptive method with data collected through 
observation, interviews, and documentation, this study provides an overview of field 
conditions and the ongoing legal enforcement process. The results show that the 
implementation of Regional Regulation Number 08 of 2021 has not been optimal. 
Although the legal substance regulates waste management obligations and 
environmental permits, its enforcement faces various obstacles, such as weak 
supervision by the Environmental Agency, limited enforcement facilities, low 
compliance among shrimp farmers, and minimal community participation in 
environmental monitoring. Meanwhile, the analysis of Islamic environmental 
jurisprudence indicates that the regulation is normatively in line with Islamic 
principles prohibiting environmental damage (al-fasād), mandating environmental 
protection (ḥifẓ al-bī’ah), and emphasizing human responsibility as stewards of the 
earth. However, these ethical values have not been internalized within the local 
legal culture or among business actors. Therefore, stronger supervision, consistent 
enforcement of sanctions, improved ecological awareness, and the integration of 
positive law and Islamic environmental principles are necessary to realize 
sustainable environmental management in Trenggalek Regency. 

Keyword: Legal Implementation, Environmental Pollution, Shrimp Farming, 
Regional Regulation, Islamic Environmental Jurisprudence. 
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MOTTO 

“Selalu Biarkan Hati Nuranimu Menjadi Pemandu Hidupmu” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 054b/U/1987. 
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 Dal D De د
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 Sin S Es س
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 Fa’ F Ef ف
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 Wau W W و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’  Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis Muta‘addidah متعددّة 

 Ditulis ‘Iddah عدةّ

 

C. Ta’ Marbūṭah Diakhir Kata 

1. Bila Dimatikan Ditulis dengan h 

 Ḥikmah حكمة

 illah‘ علّة 
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(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat dan sebagainya, kecuali bisa dikehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 Karāmah al-auliyā كرامة الأولياء 

 

D. Vokal Pendek 

1. ---◌ َ◌--- Fatḥah Ditulis a 
2. ---◌ ِ◌--- Kasrah Ditulis i 
3. ---◌ ُ◌--- Ḍammah Ditulis u 

 

E. Vokal Panjang 

1. Fatḥah + alif 
 إستحسان
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Ditulis 

ā 
Istiḥsān 

2. Fatḥah + ya’ mati 
 أنثى

Ditulis 
Ditulis 

ā 
Unṡā 
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 العلواني
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Ditulis 

ī 
al-‘Ālwānī 
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ū 
‘Ulūm 

 
 

F. Vokal Rangkap  

1. Fatḥah + ya’ mati 
 غيرهم

Ditulis 
Ditulis 

ai 
Gairihim 

2. Fatḥah + wāwu mati 
 قول

Ditulis 
Ditulis 

au 
Qaul 
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1. Bila diikuti huruf Qomariyyah 
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Isu pencemaran lingkungan telah menjadi salah satu tantangan 

utama dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Aktivitas 

industri, termasuk usaha tambak udang, sering kali memberikan 

kontribusi signifikan terhadap kerusakan ekosistem perairan dan 

daratan.1 Secara khusus, Kabupaten Trenggalek yang memiliki potensi 

pesisir cukup besar menghadapi persoalan ini karena meningkatnya 

jumlah usaha budidaya tambak. Kehadiran Peraturan Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021 menjadi instrumen 

hukum yang dirancang untuk mengendalikan dampak lingkungan dari 

kegiatan ekonomi lokal. Regulasi ini merepresentasikan komitmen 

pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan 

ekonomi dan kelestarian lingkungan. Fakta di lapangan menunjukkan 

adanya keluhan masyarakat sekitar tambak terkait kualitas air dan 

kesehatan lingkungan.2 Hal tersebut menjadi dasar penting untuk 

menelaah implementasi peraturan daerah yang berlaku. Dengan 

demikian, penelitian ini relevan untuk melihat sejauh mana efektivitas 

regulasi tersebut dalam konteks lokal. 

 
1 Musyaffa Rafiqie, “Analisa Kualitas Air Budidaya Udang Vaname (Litopenaeus Vannamei) 

Di Tambak Rakyat Kontruksi Dinding Semen Dan Dasar Tambak Semen Di Pantai Konang, 
Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek,” Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan 12, no. 1 (2021), 
hlm., 80–85. 

 
2 wawancara dengan Puad, selaku masyarakat pecinta alam pada tanggal 14 Juni 2025. 
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Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021 

disusun sebagai respon atas meningkatnya aktivitas tambak udang yang 

tidak terkendali. Regulasi ini memuat ketentuan terkait izin, 

pengelolaan limbah, serta sanksi bagi pelaku usaha yang tidak taat. Poin 

penting dari peraturan ini adalah upaya mencegah pencemaran 

lingkungan melalui pengelolaan limbah cair tambak. Dalam praktiknya, 

banyak pengusaha tambak yang masih mengabaikan standar 

pengelolaan, sehingga kualitas air di sekitar lokasi usaha memburuk. 

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma 

hukum dan implementasinya di lapangan.3 Alasan ini menguatkan 

pentingnya kajian akademik yang mengkaji implementasi perda secara 

sistematis. Dengan menelusuri peran pemerintah daerah dan perilaku 

pengusaha tambak, dapat ditarik kesimpulan awal bahwa regulasi 

masih menghadapi hambatan serius. 

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa 

aktivitas tambak udang memberikan dampak ekologis yang cukup 

serius, baik berupa penurunan kualitas perairan, akumulasi limbah 

organik, maupun degradasi ekosistem pesisir.4 Kajian tersebut 

umumnya berfokus pada aspek biofisik dan kualitas lingkungan, seperti 

 
3 Soetandyo Wignjosoebroto, “Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya,” (No 

Title), 2002, hlm., 85. 
 
4 Muslihuddin Aini and Handri Jurya Parmi, “Analisis Tingkat Pencemaran Tambak Udang Di 

Sekitar Perairan Laut Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur,” 
Aquacoastmarine: Journal of Aquatic and Fisheries Sciences 1, no. 2 (2022), hlm., 67–75. 
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analisis parameter kimia air, beban limbah, serta potensi pencemaran 

terhadap wilayah pesisir.5 Namun, penelitian dengan perspektif 

kebijakan publik, khususnya terkait implementasi peraturan daerah 

dalam mengendalikan dampak lingkungan, masih relatif terbatas. 

Sebagian studi tata kelola lingkungan memang menyinggung 

pentingnya regulasi dan pengawasan, tetapi belum secara spesifik 

menelaah efektivitas instrumen hukum daerah di sektor tambak udang.6 

Dengan demikian, terdapat research gap pada aspek hubungan antara 

kerangka regulasi lokal dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 08 

Tahun 2021 Kabupaten Trenggalek dan praktik pengelolaan lingkungan 

oleh pengusaha tambak udang. Gap ini penting untuk diisi melalui 

penelitian yang tidak hanya mengukur dampak lingkungan, tetapi juga 

mengkaji implementasi, hambatan, dan strategi perbaikan regulasi 

daerah secara lebih komprehensif. 

Dari perspektif ekologis, pencemaran akibat tambak udang 

menimbulkan masalah pada kualitas air, biodiversitas, dan kesehatan 

masyarakat. Limbah yang kaya akan sisa pakan dan zat kimia 

berpotensi meningkatkan kadar amonia, menurunkan oksigen terlarut, 

 
5 Dwy Sintawati et al., “Analisis Dampak Tambak Udang Pada Ekosistem Laut Di Kebumen,” 

Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains 5, no. 1 (2024), hlm., 109–113. 
 
6 Futiha Nazar et al., “Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembuangan Limbah 

Cair Domestik Ke Badan Air Penerima Di Kabupaten Purwakarta,” Kebijakan: Jurnal Ilmu 
Administrasi 12, no. 1 (2021), hlm., 30–37. 
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dan mengubah keseimbangan ekosistem.7 Kondisi ini tidak hanya 

merugikan ekosistem laut tetapi juga sektor perikanan tradisional yang 

bergantung pada kualitas perairan. Bukti empiris dari penelitian-

penelitian sebelumnya di beberapa daerah pesisir menunjukkan dampak 

signifikan dari aktivitas tambak terhadap degradasi lingkungan.8 Hal ini 

memberi alasan kuat bahwa regulasi lingkungan tidak bisa hanya 

berhenti pada tataran formal, tetapi harus ditegakkan secara efektif. 

Keberadaan Peraturan Daerah di Trenggalek diharapkan mampu 

menanggulangi masalah serupa. Namun, efektivitasnya akan sangat 

ditentukan oleh tingkat implementasi di lapangan. 

Penerapan regulasi lingkungan di tingkat lokal kerap 

menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya pengawasan. 

Aparat pemerintah daerah seringkali tidak memiliki cukup tenaga, 

teknologi, maupun dana untuk melakukan pemantauan rutin terhadap 

usaha tambak udang.9 Hal ini menyebabkan lemahnya kontrol terhadap 

kepatuhan pelaku usaha. Bukti di berbagai daerah menunjukkan bahwa 

lemahnya pengawasan berkorelasi dengan tingginya pelanggaran 

lingkungan. Dengan demikian, wajar bila masih terdapat keluhan 

 
7 Hartoyo Notonegoro and Agung Priyambada, “Evaluasi Mutu Kualitas Air Kolam IPAL 

Tambak Udang Skala Rakyat Desa Kurau Barat Kabupaten Bangka Tengah,” Jurnal Enggano, vol. 
8, no. 2 (2023), hlm., 172-180. 

8 Mairawita Mairawita, Taufik Rahman, And Fajri Hidayat, “Prevalence Of Parasites And 
Water Quality Measurement In Vannamei Shrimp (Litopenaeus Vannamei) Ponds In Padang 
Pariaman Area, Indonesia,” Jurnal Pembelajaran Dan Biologi Nukleus 11, No. 2 (2025), Hlm., 375–
388. 

 
9 Bonaraja Purba et al., “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi 

Kasus Indonesia,” Economic Reviews Journal 3, no. 3 (2024), hlm., 45–50. 
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masyarakat tentang dampak pencemaran meskipun peraturan sudah 

ditetapkan. Alasan utama kondisi ini adalah adanya gap antara 

kebijakan dan pelaksanaannya. Kesimpulannya, peraturan yang baik 

tidak otomatis menghasilkan hasil yang optimal tanpa dukungan 

pengawasan yang efektif. 

Selain aspek pengawasan, faktor kesadaran dan kepatuhan 

pengusaha tambak juga sangat menentukan keberhasilan implementasi 

peraturan daerah. Banyak pelaku usaha lebih mengutamakan 

keuntungan ekonomi dibandingkan investasi dalam pengelolaan 

limbah.10 Padahal, pengelolaan limbah yang baik dapat menurunkan 

risiko konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Data dari berbagai 

kajian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap 

regulasi lingkungan cenderung rendah tanpa adanya insentif maupun 

sanksi tegas. Hal ini menguatkan alasan bahwa kebijakan harus 

diimbangi dengan strategi sosialisasi dan pembinaan yang intensif.11 

Tanpa adanya kesadaran kolektif dari pengusaha, aturan hanya menjadi 

dokumen formalitas. Maka, dapat disimpulkan bahwa faktor perilaku 

pelaku usaha berperan sentral dalam menentukan efektivitas regulasi. 

Aspek partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting 

dalam mengawal implementasi peraturan daerah. Masyarakat yang 

 
10 Lutfia Diva Rahmawati, Anggraeny Puspaningtyas, And Eddy Wahyudi, “Sinergitas 

Stakeholder Dalam Pengelolaan Limbah Industri Untuk Mewujudkan Lingkungan Berkelanjutan Di 
Kabupaten Sidoarjo,” Public Sphere Review, 2025, hlm., 27–49. 

 
11 Dyah Mustika Prasetyaningsih et al., “Effectiveness of Environmental Law Implementation: 

Compliance and Enforcement,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 2022, hlm., 15–25. 
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terdampak langsung oleh pencemaran memiliki posisi strategis sebagai 

pengawas sosial terhadap aktivitas usaha tambak. Namun, 

kenyataannya partisipasi ini sering terbatas karena minimnya akses 

informasi dan mekanisme pengaduan yang efektif. Bukti dari penelitian 

tata kelola lingkungan menunjukkan bahwa peran masyarakat dapat 

memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam penegakan 

regulasi. Dengan alasan tersebut, meningkatkan keterlibatan 

masyarakat merupakan strategi penting untuk mengatasi keterbatasan 

sumber daya pengawasan formal. Kesimpulannya, keberhasilan 

implementasi perda akan semakin tinggi jika pemerintah membuka 

ruang partisipasi yang luas dan responsif. Hal ini akan menciptakan 

sistem pengawasan yang lebih transparan dan inklusif. 

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 pada hakikatnya 

sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang menekankan 

keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Budidaya 

tambak udang memang memberikan kontribusi ekonomi signifikan 

bagi daerah, namun dampak negatifnya terhadap ekosistem tidak boleh 

diabaikan. Kesimpulannya, perda ini berpotensi menjadi instrumen 

penting jika mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan 

pelestarian lingkungan. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa 

implementasi Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Trenggalek 08 

Tahun 2021 menghadapi berbagai tantangan struktural maupun 
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kultural. Tantangan tersebut mencakup lemahnya pengawasan, 

rendahnya kesadaran pengusaha, hingga keterbatasan partisipasi 

masyarakat. Namun, keberadaan regulasi tetap menjadi pijakan 

fundamental dalam upaya melindungi lingkungan dari pencemaran. 

Alasan mendasar pentingnya penelitian ini adalah untuk mengkaji 

efektivitas dan hambatan implementasi secara lebih mendalam. Serta 

menilai keefektivitasan Perda tersebut dalam pandangan Fikih 

Lingkungan. Dengan bukti empiris dan kajian akademik, diharapkan 

dapat ditemukan strategi perbaikan dalam pelaksanaan perda. 

Kesimpulannya, penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi 

pengembangan kebijakan lingkungan daerah yang lebih efektif. Oleh 

karena itu, kajian ini tidak hanya penting secara akademis tetapi juga 

secara praktis untuk tata kelola lingkungan di Kabupaten Trenggalek. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaiman implementasi hukum Peraturan Daerah Kabupaten 

Trenggalek nomor 08 tahun 2021 terhadap pencemaran lingkungan 

di Kawasan Pantai Blado dan Pantai Cengkrong Kabupaten 

Trenggalek? 

2. Bagaimana implementasi hukum Peraturan Daerah Kabupaten 

Trengalek nomor 08 tahun 2021 terhadap pencemaran lingkungan di 

Kawasan Pantai Blado dan Pantai Cengkrong kabupaten Trenggalek 

menurut perspektif Fikih Lingkungan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan implementasi hukum Peraturan Daerah 

Kabupaten Trenggalek nomor 08 tahun 2021  pada pencemaran 

lingkungan oleh pengusaha tambak udang ditinjau dari teori 

implementasi hukum. 

2. Untuk menjelaskan peran fiqh lingkungan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Trenggalek nomor 08 tahun 2021 pada pencemaran 

lingkungan oleh pengusaha tambak udang. 

Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Manfaat dari ini penelitian ini agar memberikan 

sumbangsih pemikiran agar  dijadikan sebagai khazanah untuk 

menambah wawasan dan memperkaya literature, khususnya 

implementasi hukum dalam pengelolaan pencemaran lingkungan 

oleh usaha tambak udang.  

Serta memberikan kontribusi akademik dalam 

pengembangan teori hukum lingkungan, hukum Islam, serta 

penerapan fiqh lingkungan untuk pengawasan dan penegakan 

hukum terhadap pencemaran lingkungan. 

2. Secara Praktis 
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Manfaat dari hasil penelitian ini secara praktisnya dapat 

ditujukan untuk : 

a. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku 

kepentingan dalam menjalankan dan memperbaiki regulasi dan 

sistem pengawasan terhadap pencemaran lingkungan oleh usaha 

tambak udang. 

b. Membantu masyarakat sekitar dalam memahami hak dan 

kewajiban mereka terkait perlindungan lingkungan serta peran 

hukum Islam dalam menegakkan keadilan lingkungan. 

D. Telaah Pustaka   

Tesis yang ditulis oleh So Woong Kim, 2009 dengan judul 

“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Lingkungan Hidup”. 

So woong kim menjelaskan bahwasanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu adanya pembenahan 

atau perbaikan yang mendasar dikarenakan saat ini kebijakan peneegakan 

terkait hukum pidana pada lingkungan hidup di Indonesia masih belum 

optimal. Maka penulis disini mencoba mengkomparasikan Undang-Undang 

No. 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup di Korea 

Selatan.12 

Dalam tesis tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Adapun persamaannya, yakni sama-sama membahas tentang 

 
12So Woong Kim, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan 

Hidup”, Tesis  (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2009). 
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penegakan lingkungan hidup, sedangkan perbedaannya dalam tesis yang 

ditulis oleh So Woong Kim membahas tentang perbandingan antara 

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Lingkungan 

Hidup di Korea Selatan. Sedangkan dalam tesis yang akan dilakukan penulis 

yaitu penegakan hukum yang tidak sesuai dengan regulasi. 

Tesis yang ditulis oleh Aditia Syaprillah, 2013 dengan judul 

“Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan 

Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Batubara Di Kabupaten 

Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur). Tesis yang ditulis oleh 

Aditia Syaprllah membahas tentang pentingnya pengelolaan lingkungan 

yang ketat dalam sektor pertambangan batubara serta efektivitas penegakan 

sanksi administrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi 

lingkungan.13 

Dalam tesis tersebut terdapat persamaan dan perbedaan  dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun persamaannya yakni 

membahas tentang regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang tepat untuk 

kasus kerusakan lingkungan, sedangkan perbedaannya dalam tesis yang 

ditulis Aditia Syaprillah yaitu dalam penerapan sanksi administrasi sudah 

sesuai dengan regulasi namun dalam penerapannya masih ada kendala 

karena kurangnya sarana dan prasarana, sedangkan dalam tesis yang akan 

 
13Aditia Syaprillah, “Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan dan Perlindungan 

Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Batubara di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi 
Kalimantan Timur)”, Tesis (Universitas Islam Indonesia, 2013). 
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dilakukan oleh penulis terdapat adanya pengimplementasian peraturan yang 

tidak tepat. 

Artikel yang ditulis oleh Risno Mina, 2016 dengan judul 

“Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai 

Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup”. Artikel yang 

ditulis oleh Risno Mina membahas konsep lingkngan hidup yang efektf 

dimana dalam praktiknya masyarakat terjun langsung dalam mengatasi 

masalah lingkungan dan juga melindungi serta mengelola lingkungan hidup 

sebaik mungkin.14 

Dalam artikel tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Adapun persamaannya, yakni sama-sama membahas tentang 

konsep lingkungan hidup yaitu melindungi dan mengelola lingkungan hidup 

yang langsung dilakukan oleh masyarakat, sedangkan perbedaannya yaitu 

dalam artikel Risno Mina  tidak menggunakan teknologi dan tidak 

membahas terkait sanksi pada pengrusakan lingkungan hidup. sedangkan 

dalam tesis yang akan ditulis oleh penulis dapat menggunakan teknologi. 

Tesis yang ditulis oleh Ni Putu Rika Adnyani Putri, 2021 dengan 

judul “Penegakan Hukum Lingkungan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Badung Terhadap Pelanggaran pembuangan Limbah Usaha Hotel di 

Kabupaten Badung. Tesis ini membahas adanya pencemaran yang 

dilakukan oleh pengusaha hotel yang ada di Kabupaten Badung. Maka dari 

 
14Risno Mina, “Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai 

Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup,” Arena Hukum, Vol. 9:2 (2016), hlm., 
149–65.  
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itu pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung 

Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

yaitu metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini 

bahwasanya pemerintah daerah melakukan pengawasan dan sanksi 

administrative berupa teguran tertulis serta paksaan dari pemerintah pada 

pelanggaran pembuangan limbah hotel.15 

Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, 

bahwasanya kasus yang akan diteliti terdapat tidak sesuainya sanksi yang 

diberikan kepada tambak udang, serta pada penelitian ini teori yang 

digunakan menggunakan teori hukum Islam yaitu fikih lingkungan. 

Tesis yang ditulis oleh Wahyu Lukito, 2018 dengan judul 

“Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Bidang penegakan 

Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres 

Rembang)”. Tesis yang ditulis oleh Wahyu Lukito membahas tentang peran 

hukum di Indonesia dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup pada 

masalah illegal Logging dan juga hambatan-hambatan dalam menangani 

kasus kasus illegal logging baik di internal maupun eksternal.16 

 
15Ni Putu Rika Adnyani Putri, “Penegakan Hukum Lingkungan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Badung Terhadap Pelanggaran Pembuangan Limbah Usaha Hotel di Kabupaten 
Badung”, Tesis, (Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021). 

 
16Wahyu Lukito, “Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Bidang Penegakan 

Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang),” Jurnal Hukum 
Khaira Ummah, Vol. 17:2 (2018), hlm., 78–85. 
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Dalam tesis tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Adapun persamaannya, yakni sama-sama membahas tentang 

tindak pidana bagi orang yang merusak lingkungan hidup. Sedangkan 

perbedaannya dalam penelitian Wahyu lukito tidak menggunakan konsep 

hukum islam dalam teorinya sedangkan tesis yang akan dilakukan oleh 

penulis menggnakan teori konvesional dan juga hukum islam. 

Artikel yang ditulis oleh Salahuddin, Chafid Fandeli dan Eko 

Sugiharto, tahun 2012 dengan judul “Kajian Pencemaran Lingkungan di 

Tambak Udang Delta Mahakam”. Penelitian ini menyoroti dampak limbah 

tambak udang di kawasan Delta Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, 

Kalimantan Timur. Salah satu indikator utama yang dianalisis adalah 

kualitas air sungai, limbah cair yang dihasilkan, serta kandungan logam 

berat di sekitar area tambak. Berdasarkan hasil pengkajian, kualitas air 

sungai di Delta Mahakam, baik sebelum maupun sesudah menerima 

pembuangan limbah cair, masih memenuhi baku mutu air golongan C. 

Selain itu, kualitas limbah cair yang dibuang juga masih berada dalam batas 

ambang yang ditetapkan, dan volume pembuangan per tahun tercatat masih 

di bawah batas maksimum yang diperbolehkan. Salah satu faktor yang 

berkontribusi besar terhadap kestabilan ini adalah keberadaan tanaman 

mangrove di sekitar tambak udang. Kehadiran mangrove memberikan 

dampak positif yang signifikan, karena mampu membantu menstabilkan 
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kualitas air dan berperan dalam menetralisir kandungan logam berat di 

perairan sekitar tambak.17 

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis yaitu dalam segi focus penelitiannya, penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis yaitu teori implikasi hukum dan teori fikih 

lingkungan. 

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iza Suswanto, 2024 dengan 

judul “Analisis Hukum Terhadap Penutupan Tambak Udang di Kawasan 

Taman Nasional Karimun Jawa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Jepara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang Sustainable”. Skripsi 

yang ditulis oleh Iza suswanto membahas tentang penutupan tambak udang 

di kawasan taman nasional karimun jawa yang dimana tambak tersebut 

menyebabkan masalah sosial dan juga kerusakan lingkungan di kawasan 

taman nasional karimun jawa.18 

Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Adapun persamaannya yaitu sama sama membahas tentang 

kerusakan lingkungan akibat tambak udang. Sedangkan perbedaannya 

dalam teori yang digunakan penelitian ini berbeda. Skripsi dari Iza 

Suswanto tidak menggunakan teori hukum islam sedangkan teori yang akan 

 
17Chafid Fandeli, Salahuddin dan Eko Sugiharto, “Kajian Pencemaran Lingkungan di Tambak 

Udang Delta Mahakam,” Jurnal Teknosains, Vol. 2:1 (2012). 
 
18Muhammad Izha Iswanto, “Analisis Hukum Terhadap Penutupan Tambak Udang di 

Kawasan Taman Nasional Karimunjawa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah yang Sustainable”Skripsi  (Universitas Islam Sultan Agung 
Semarang, 2024). 
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digunakan dalam penelitian menggunakan teori konvensional dan hukum 

islam yaitu teori fikih lingkungan. 

Skripsi yang ditulis oleh Prastyo Andris Iswandi, pada tahun 2023 

dengan judul “penegakan hukum dari aspek preventif terhadap pencemaran 

lingkungan oleh pabrik gula wringin anom di kabupaten Situbondo”. 

Penelitian ini membahas tentang pengimplikasian peraturan daerah nomor 

6 tahun 2014 dalam pencegahan pencemaran lingkungan di kabupaten 

Situbondo yang Dimana pelaksanaannya masih setengah – setengah yang 

menyebabkan Kesehatan warga buruk dan belum adanya Ganti rugi yang 

merata untuk Masyarakat. Dalam penelitian ini juga sudah diterapkan 

Tindakan hukum menggunkan hukum preventif oleh dinasti lingkungan. 

Namun, Tindakan ini dirasa belum optimal oleh peneliti karena kerangnya 

sanksi dan belum adanya pemulihan lingkungan yang menyeluruh.19 

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yang 

Dimana dalam penelitian ini belum adanya Tindakan hukum dari 

pemerintah daerah maupun dinas lingkungan, dan dari segi teori yang 

digunakan untuk menganalisis penelitian juga berbeda. 

Artikel yang ditulis oleh Aji Pratama dan diterbitkan pada tahun 

2020 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan 

Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih 

 
19Prastyo Andris Iswandi, “Penegakan Hukum dari Aspek Preventif Terhadap Pencemaran 

Lingkungan oleh Pabrik Gula Wringin Anom di Kabupaten Situbondo,” Skripsi (Universitas Islam 
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023). 
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belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kasus pembuangan 

limbah oleh PT PHE di Karawang, yang berdampak buruk terhadap kualitas 

air di sekitar wilayah industri tersebut. Dari sisi penegakan hukum, Aji 

Pratama menilai bahwa penerapan sanksi  baik administratif, perdata, 

maupun pidana harus dilakukan secara tepat, berlandaskan pada asas 

kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Dengan begitu, penerapan 

hukum tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.20 Sedangkan 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada belum 

adanya sanksi kepada pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah tambak 

ataupun penerapan sanksi yang tidak sesuai. 

Skripsi yang ditulis oleh Lily Susiana dengan judul “Tanggung 

Jawab Pelaku Usaha Tambak Udang Terhadap Pencemaran Lingkungan di 

Desa Madayin, Lombok Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para 

pelaku usaha tersebut belum menjalankan tanggung jawabnya atas dampak 

pencemaran yang ditimbulkan. Padahal, seharusnya mereka dapat dimintai 

pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif. 

Sayangnya, hal ini tidak terwujud karena para pelaku usaha masih 

beranggapan bahwa mereka tidak melakukan pencemaran. Selain itu, 

minimnya laporan dari masyarakat kepada pihak berwenang membuat 

kasus-kasus pencemaran tidak pernah diproses lebih lanjut. Lebih jauh lagi, 

lemahnya pengawasan dari pemerintah turut memperparah situasi. Tanpa 

 
20Aji Pratama, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di 

Perairan Karawang, Jawa Barat,” Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 11:01 
(2020), hlm., 24–31. 
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adanya pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas, para pelaku usaha 

tetap melanjutkan kegiatan mereka tanpa mempertimbangkan dampak 

terhadap lingkungan sekitar.21  

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

membahas Bagaimana Tindakan pemerintah dalam mengatasi pencemaran 

lingkungan yang diakibatkan oleh limbah tambak udang dengan 

menggunakan teori implementasi hukum dan fikih lingkungan. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Implementasi Hukum 

Teori implementasi hukum yang dikemukakan oleh Soerjono 

Soekanto menjadi salah satu kerangka analisis utama dalam penelitian 

ini. Menurut Soekanto, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan hukum 

dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, 

sehingga hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai norma tertulis, 

tetapi sebagai bagian dari dinamika sosial yang kompleks. Teori ini 

berangkat dari pandangan bahwa hukum, agar dapat berfungsi secara 

efektif, harus diterima dan dijalankan oleh berbagai unsur, baik oleh 

aparatur negara, pelaku usaha, maupun masyarakat.22 Dengan demikian, 

studi implementasi hukum memerlukan analisis menyeluruh terhadap 

 
21Lily Susiana, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tambak Udang Terhadap Pencemaran 

Lingkungan di Desa Madayin Lombok Timur” Skripsi, Universitas Mataram,  (2018). 
 
22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), 

hlm., 81–83. 
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kondisi empiris yang mempengaruhi jalannya suatu aturan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama 

yang menentukan efektivitas pelaksanaan hukum,23 yaitu : 

a. Faktor hukum itu sendiri (substansi hukum), yaitu sejauh mana 

aturan yang berlaku jelas, konsisten, dan dapat dioperasionalkan. 

b. Faktor penegak hukum, meliputi kualitas, integritas, dan kinerja 

aparat yang bertugas melaksanakan aturan. 

c. Faktor sarana atau fasilitas, mencakup ketersediaan sumber daya, 

infrastruktur, dan teknologi yang mendukung penegakan hukum. 

d. Faktor masyarakat, yakni kesadaran dan kepatuhan masyarakat 

sebagai subjek hukum. 

e. Faktor kebudayaan, yaitu nilai dan norma sosial yang mempengaruhi 

persepsi dan sikap masyarakat terhadap hukum. 

Teori implementasi hukum ini juga menekankan bahwa 

penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, 

tetapi juga pada kemampuan berbagai unsur untuk bekerja secara 

sinergi. Ketika salah satu faktor, misalnya kesadaran hukum masyarakat 

atau ketersediaan sarana pengawasan, tidak terpenuhi, maka 

pelaksanaan hukum cenderung mengalami hambatan.24 Oleh karena itu, 

 
23 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, ( Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2011), hlm., 12. 
 
24 Ibid, hlm., 8. 
 



19 
 

 
 

studi mengenai implementasi hukum perlu melihat tidak hanya aspek 

normatif, tetapi juga realitas sosial dan kelembagaan yang 

mempengaruhi kepatuhan hukum dan efektivitas pengawasan. 

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana 

hukum benar-benar hadir sebagai instrumen pengendalian sosial, bukan 

sekadar teks normatif.25 

Teori implementasi hukum Soerjono Soekanto relevan untuk 

menganalisis permasalahan pencemaran lingkungan oleh pengusaha 

tambak udang di kawasan Pantai Blado, Kecamatan Munjungan, 

Kabupaten Trenggalek. Melalui teori ini, penelitian dapat 

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi peraturan 

daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan 

daerah yang berlaku, seperti lemahnya pengawasan aparat, rendahnya 

kesadaran hukum pengusaha tambak, atau keterbatasan sarana 

pengawasan. Dengan demikian, teori ini membantu penelitian untuk 

tidak hanya menilai keberadaan hukum lingkungan, tetapi juga 

mengevaluasi sejauh mana hukum tersebut efektif dijalankan dan 

bagaimana langkah-langkah perbaikan dapat dirumuskan agar 

penegakan hukum lingkungan di kawasan Pantai Blado lebih optimal. 

 

 
25 Ilhami Bisri, “Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di 

Indonesia,” 2004, hlm., 13. 
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2. Teori Fikih Lingkungan 

Fikih lingkungan (fiqh bi’ah) adalah pengembangan fikih 

muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan alam berdasarkan 

prinsip-prinsip syariat Islam. Landasan utamanya bersumber dari Al-

Qur’an, Hadis, dan tujuan-tujuan syariah (maqāṣid al-syarī‘ah) yang 

menegaskan bahwa alam merupakan amanah Allah kepada manusia.26 

Dalam QS. Al-Baqarah (2):30, manusia diposisikan sebagai khalifah fi 

al-arḍ yang memiliki tanggung jawab menjaga keberlangsungan 

ekosistem, bukan sebagai pemilik mutlak. Segala bentuk eksploitasi 

yang menimbulkan kerusakan (fasād fī al-arḍ), seperti yang dilarang 

dalam QS. Ar-Rūm (30):41, dipandang sebagai pelanggaran terhadap 

amanah tersebut.27 Dengan demikian, fikih lingkungan tidak sekadar 

memberikan pedoman moral, tetapi juga berperan sebagai kerangka 

normatif dalam menilai perilaku manusia, termasuk dalam kegiatan 

ekonomi seperti budidaya tambak. 

Prinsip utama dalam fikih lingkungan mencakup Prinsip-prinsip 

utamanya mencakup perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), keseimbangan 

ekosistem (tawazun), penghormatan terhadap makhluk hidup, serta 

penyelarasan tujuan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip tersebut 

mengharuskan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak menimbulkan 

 
26 Ali Mutakin, “Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid 

Syariah,” Syariah: Journal of Fiqh Studies 1, no. 2 (2023), hlm., 107–126. 
 
27 Abdul Quddus, “Menggagas Fiqh Al-Bī’ah Sebagai Basis Etis-Praktis Konservasi Alam,” 

Ulumuna. Vol, 19, No. 1 (2015), hlm., 205–224. 
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kerugian ekologis maupun sosial.28 Dalam kerangka maqāṣid al-

syarī‘ah, perlindungan lingkungan berkaitan erat dengan perlindungan 

jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), dan kelestarian alam (ḥifẓ al-

bi’ah) sebagai pengembangan maqāṣid kontemporer.29 Oleh karena itu, 

menjaga keberlanjutan lingkungan merupakan kewajiban kolektif yang 

memiliki dimensi hukum dan etika dalam perspektif Islam. 

Teori fikih lingkungan menjadi sangat relevan dengan penelitian 

berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek 

Nomor 08 Tahun 2021 pada Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah 

Tambak Udang di Kawasan Pantai Blado dan Pantai Cengkrong” karena 

dapat memberikan perspektif normatif yang sesuai dengan karakter 

religius masyarakat setempat. Teori ini membantu memandang 

pencemaran tidak hanya sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga 

sebagai bentuk fasād yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. 

Dengan perspektif ini, penegakan hukum lingkungan dapat dipadukan 

dengan pendekatan keagamaan yang memperkuat kesadaran hukum 

pengusaha tambak, mengoptimalkan fungsi hisbah melalui peran 

masyarakat, dan mendukung terwujudnya pengelolaan lingkungan yang 

adil, berkelanjutan, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama. 

 

 
28 Mutakin, “Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid 

Syariah.” 
 
29 Moh Mufid, “Eco-Literacy Fiqh Al-Bi’ah Dalam Hukum Nasional,” Al-Jinayah: Jurnal 

Hukum Pidana Islam 2, no. 1 (2016), hlm., 234–254. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian dipahami sebagai pendekatan ilmiah yang 

dirancang secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi yang 

akurat serta bermanfaat, baik dalam rangka pemecahan permasalahan 

maupun pengembangan ilmu pengetahuan.30 Oleh karena itu, setiap 

penelitian menuntut penerapan metode yang terstruktur agar mampu 

menghasilkan temuan yang valid dan relevan. Metode yang diterapkan 

dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan dimaksudkan 

untuk memperoleh data primer secara langsung dari sumber pertama di 

lokasi penelitian, yaitu kawasan Pantai Blado dan Pantai Cengkrong, 

Kabupaten Trenggalek, melalui observasi, wawancara, dan 

pengumpulan dokumen yang relevan.31 Metode ini dipilih karena 

permasalahan yang dikaji berkaitan dengan implementasi hukum 

lingkungan yang tidak hanya dapat dianalisis melalui kajian normatif, 

tetapi harus dipahami secara nyata berdasarkan kondisi sosial dan 

praktik para pelaku usaha tambak serta masyarakat terdampak di 

lapangan. 

 
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung (Bandung: 

Alfabeta, 2017), hlm., 2. 
 
31 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), 

hlm.,  51. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-

analitis yang menggambarkan dan memaparkan materi pembahasan 

secara rinci, sistematis, akurat dan faktual membahas berbagai fakta 

yang diteliti.32 Penelitian ini menjelaskan tentang kurangnya efektivitas 

hukum dalam kasus pencemaran lingkungan akibat limbah tambak 

udang di Kawasan Pantai Blado dan Pantai Cengkrong, Kabupaten 

Trenggalek dan menganalisis menggunakan teori implementasi hukum 

dan konsep fikih lingkungan. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis 

sosiologis. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis efektivitas 

hukum dengan membandingkan kondisi faktual di lapangan dengan 

ketentuan hukum positif yang berlaku.33 Pendekatan ini digunakan 

untuk menganalisis apakah regulasi dan institusi hukum berfungsi 

secara optimal dalam praktik hukum bagi masyarakat sekitar kawasan 

industri tambak udang. 

4. Sumber Data 

a. Data primer: Data yang diperoleh dari hasil observasi dan 

wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Dinas Lingkungan 

Kabupaten Trenggalek, pengelola tambak udang dan beberapa 

 
32 Bahder Johan Nasution, “Metode Penelitian Ilmu Hukum” (Bandung: Mandar Maju, 2008), 

hlm., 57. 
 
33 Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm., 51–52. 
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Masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan 

akibat limbah tambak udang. 

b. Data sekunder, Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari : 

1) Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 

2007 Tentang Penataan Ruang. 

4) Fatwa MUI tentang Lingkungan Hidup. 

5) Al-Qur’an dan Hadis yang berkaitan dengan tanggung jawab 

terhadap lingkungan hidup. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi: pengamatan atau pemantauan yang dilakukan di 

lapangan untuk memperoleh data faktual mengenai kondisi 

lingkungan serta dampak limbah tambak. 

b. Wawancara: wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi 

mengenai kepatuhan pengusaha terhadap regulasi, mekanisme 

pengawasan, hambatan penegakan hukum, serta persepsi 

masyarakat terhadap pencemaran lingkungan. Adapun dalam 
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penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Dinas 

Lingkungan Kabupaten Trenggalek, pengelola tambak udang dan 

beberapa Masyarakat yang terdampak.  

c. Dokumentasi: mendokumentasikan atau mengumpulkan seluruh 

data yang diperoleh dari hasil observasi maupun wawancara. 

6. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara 

deskriptif kualitatif, dengan cara memaparkan dan menjelaskan data 

yang diperoleh, serta mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam. 

Pendekatan ini berupaya memahami karakteristik ilmiah dari individu 

atau kelompok, untuk kemudian mengungkap makna yang tersembunyi 

dibalik implemntasi hukum pada pencemaran lingkungan akibat limbah 

tambak udang. Dengan metode analisis inilah penulis berusaha untuk 

menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendeskripsikan implementasi 

hukum pada pencemaran lingkungan akibat limbah tambak udang di 

kawasan Pantai blado kabupaten Trenggalek 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok 

pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini, seperti: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi gambaran awal 

dari apa yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian. Rumusan

masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan, tujuan dan kegunaan 
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penelitian, kerangka teoritik sebagai pisau analisis yang digunakan untuk 

melakukan penelitian, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian 

sampai kepada sistematika pembahasan yang menjelaskan penyajian hasil 

penelitian awal hingga akhir (kesimpulan). 

Bab Kedua merupakan bagian pengembangan landasan teori atau 

pemaparan lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori implementas hukum dan teori 

fikih lingkungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat 

dalam penelitian. Dimana teori implemntasi hukum menjelaskan pengertian, 

ruang lingkup, teori kepastian hukum menurut Soerjono Soekanto dan faktor-

faktor yang mempengaruhi teori implementasi hukum. Sedangkan teori fikih 

lingkungan penulis akan memaparkan pengertian fikih lingkungan, dasar hukum 

fikih lingkungan dan prinsip-prinsip utama fikih lingkungan. Kemudian 

penjabaran dari teori-teori tersebut penulis hubungkan dengan implemntasi 

hukum dalam kasus pencemaran lingkungan akibat limbah tambak udang di 

Kawasan kabupaten trenggalek. 

Bab ketiga merupakan paparan data yang terdiri dari sketsa geografis, 

potret tambak udang, limbah tambak udang, dan keluhan masyarakat terhadap 

pencemaran lingkungan akibat limbah tambak udang di Kawasan Pantai blado 

Kabupaten Trenggalek dan juga gambaran umum peraturan daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 08 tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

Bab keempat merupakan bagian pembahasan atau penjelasan lebih 

mendalam terkait hasil dari penelitian yang penulis lakukan dengan 
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menggunakan teori implementasi hukum dan  teori fikih lingkungan dapat 

diterapkan terhadap implementasi hukum pada pencemaran lingkungan akibat 

limbah tambak udang di Kawasan Pantai blado Kabupaten Trenggalek  

Bab kelima merupakan bagian penutup, dimana dalam bab ini menjadi 

bagian akhir dari keseluruhan rangkaian penyusunan tesis, yang mana di 

dalamnya berisikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-

saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021 terkait pengelolaan 

pencemaran lingkungan akibat tambak udang belum berjalan efektif karena 

adanya beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik. Meskipun 

substansi perda telah memuat ketentuan yang memadai mengenai izin 

lingkungan, kewajiban pengolahan limbah, serta mekanisme pengawasan, 

praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan 

antara norma hukum dan pelaksanaannya. Banyak pengusaha tambak masih 

membuang limbah langsung ke aliran sungai dan pesisir tanpa melalui 

IPAL, sehingga menyebabkan penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem, 

dan keluhan masyarakat pesisir. Lemahnya pengawasan dari Dinas 

Lingkungan Hidup, keterbatasan sarana penegakan hukum, serta minimnya 

partisipasi masyarakat turut memperburuk kondisi tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa instrumen hukum yang telah disusun dengan baik 

belum mampu berfungsi secara optimal untuk mencegah dan 

menanggulangi pencemaran lingkungan yang terjadi. 

Dari perspektif fikih lingkungan, Peraturan Daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021 sebenarnya sejalan dengan prinsip syariat 

yang menekankan larangan melakukan kerusakan (al-fasād), kewajiban 

menjaga kelestarian alam (ḥifẓ al-bī’ah), serta peran manusia sebagai 
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khalifah yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan bumi. Namun, 

nilai-nilai etis tersebut belum terinternalisasi dalam perilaku pelaku usaha 

maupun budaya masyarakat pesisir, sehingga implementasi perda belum 

mencerminkan etika lingkungan yang ideal. Dengan demikian, persoalan 

pencemaran tambak udang tidak hanya bersifat struktural tetapi juga 

kultural, karena melibatkan lemahnya budaya hukum, rendahnya kesadaran 

ekologis, dan kurangnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta 

pengusaha. Upaya memperkuat implementasi perda memerlukan 

peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta 

internalisasi nilai moral-ekologis agar pengelolaan lingkungan di 

Kabupaten Trenggalek dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran 

sebagai rekomendasi perbaikan ke depan: 

1. Bagi pemerintah Kabupaten Trenggalek yaitu Dinas PKPLH 

Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan 

fasilitas pemantauan kualitas air secara real-time di kawasan sentra 

tambak dan menambah personel pengawas lingkungan yang 

bersertifikasi. Dan juga perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) gabungan 

lintas dinas untuk mempermudah koordinasi dan memangkas birokrasi 

dalam penindakan pelanggaran lingkungan sesuai amanat Perda 

Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021. Selanjutanya, 

Melakukan sosialisasi hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi 
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juga pendekatan kultural, menjelaskan pentingnya Instalasi Pengolahan 

Air Limbah (IPAL) sebagai syarat mutlak operasional. 

2. Bagi pengusaha tambak udang 

Pengusaha harus mengubah pola pikir bahwa pengelolaan lingkungan 

adalah investasi jangka panjang, bukan beban biaya. Pembangunan 

IPAL yang standar harus menjadi prioritas utama. Selanjutnya juga 

harus menginternalisasi nilai-nilai Fiqh al-Bī'ah dalam praktik bisnis, 

menyadari bahwa menjaga kebersihan laut dan ekosistem adalah 

manifestasi dari keimanan dan bentuk syukur atas anugerah sumber 

daya alam. 

3. Bagi masyarakat 

Masyarakat pesisir diharapkan berperan aktif dalam melakukan 

pengawasan sosial (social control) dan melaporkan indikasi 

pencemaran kepada pihak berwenang. 
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